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PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai
berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama lengkap : EKO WAHONO.

Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 02 Februari 1982.

Jenis kelamin . Laki-Laki.

Alamat : JI.Diponegoro Rt.02/01 Kelurahan Hanura,
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran,
Lampung.

Agama : Islam.

Pekerjaan : TNI-AL.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor
7/Pdt.P/2021/PN.Gdt tertanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal
yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gedong
Tataan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Gdt tertanggal 29 Juli 2021 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Juli 2021;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta

mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 29 Juli 2021 terdaftar dalam
register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Gdt yang pada pokoknya telah mengajukan
permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa INDRA MAULANA dilahirkan pada tanggal 3 Juni 2000 dari orang tua
bernama Bapak SUWARNO dan ibu MUFIDAH,;
- Bahwa INDRA MAULANA tinggal bersama bapak EKO WAHONO dan ibu YESSY
INDAH KURNIA;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada KETUA PENGADILAN
NEGERI GEDONG TATAAN untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon

anggota tentara nasional Indonesia (TNI) republik Indonesia;
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- Bahwa mengingat INDRA MAULANA yang masih belum cukup melakukan
perbuatan hukum memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI GEDONG
TATAAN, maka pemohon memohon agar menjadi wali pengurus bagi INDRA
MAULANA;

- Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan ini agar diterbitkan penetapan
KETUA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN untuk keperluan INDRA
MAULANA mendaftar calon anggota tentara nasional Indonesia (TNI) RI;

Sebagai pertimbangan bapak hakim bersama ini saya lampirkan foto copy :
= SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN PEMOHON DARI ORANG TUA KE

WALI

= KTP WALI

= KTP PEMOHON

= KTP ORANG TUA

» KARTU KELUARGA (KK) ORANG TUA
= KARTU KELUARGA (KK) WALI

= AKTE KELAHIRAN PEMOHON

*» |1JAZAH TERAKHIR PEMOHON

Berdasarkan alasan — alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak

KETUA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN kiranya berkenan memeriksa

bukti-bukti yang pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan pemohon dalam hal ini EKO WAHONO sebagai wali INDRA
MAULANA untuk kepentingan mendaftar Calon anggota TNI AD;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon
datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan pemohon
menyatakan ada penambahan keterangan dalam petitumnya namun tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Wahono dengan Nomor
35782902028200004, Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yessy Indah
Kurnia dengan Nomor 35782955058500001 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk
atas nama Indra Maulana dengan Nomor 3578290306000002 yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya
diberi tanda bukti P-1;
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2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eko Wahono dengan Nomor
3578293009100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 08 Agustus 2019, selanjutnya diberi
tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6792/D/2000 atas nama Indra Maulana
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Surabaya tanggal 07 November 2000,
selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarno dengan Nomor
3578292201580001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 05
Maret 2018 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mufidah dengan
Nomor 3578296307660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya
tanggal 10 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suwarno dengan Nomor
3578290101087918 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda
bukti P-5;

6. Foto copy ljazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor Pokok Sekolah Nasional
20532267 atas nama Indra Maulana yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah
SMK 45 Surabaya Heri Purwanto, S.Pd tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi
tanda bukti P-6;

7. Foto copy Surat Kuasa Perwalian dari orang tua Indra Maulana atas nama
Suwarno yang memberikan kuasa kepada Pemohon yang diketahui oleh
Lurah/kepala Desa tanggal 19 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan
P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga
bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan
dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Yessy Indah Kurnia, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Eko Wahono karena
Saksi merupakan istri dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan
permohonan menjadi wali bagi adik kandung Saksi yang bernama Indra
Maulana untuk sebagai syarat pendaftaran calon anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
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- Bahwa Saksi menerangkan adik kandung Saksi yang bernama Indra Maulana
lahir pada tanggal 03 Juni 2000 dan saat ini masih berusia 21 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Indra Maulana telah lulus sekolah
menengah kejuruan 45 Kota Surabaya pada tahun 2018;

- Bahwa Saksi menerangkan Suwarno dan Mufidah adalah orang tua kandung
dari adik Saksi yang bernama Indra Maulana sedangkan Pemohon merupakan
kakak ipar dari saudara Indra Maulana;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditunjuk sebagai wali oleh orang tua dari
Indra Maulana karena orang tua dari Indra Maulana tinggal di kota Surabaya
dan Indra Maulana sudah tinggal bersama Saksi dan Pemohon kurang lebih
selama 3 (tiga) Tahun di Jl.Diponegoro Rt.02/01 Kelurahan Hanura,
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi menerangkan selama saudara Indra Maulana tinggal bersama
dengan Saksi dan Pemohon di lampung saudara Indra Maulana telah masuk
dalam kartu keluarga Saksi dan Pemohon dengan status keluarga family lain;

- Bahwa Saksi menerangkan saudara Indra Maulana sudah mendaftar menjadi
calon anggota TNI AD di lampung sedangkan orang tua dari saudara Indra
Maulana tinggal di kota Surabaya sehingga perlu penetapan wali dari
Pengadilan untuk syarat mendaftar menjadi anggota TNl AD Republik
Indonesia;

- Bahwa Saksi menerangkan saudara Pemohon ditunjuk menjadi wali bagi adik
kandung Saksi oleh orang tua Saksi hanya sebatas untuk pendaftaran calon
anggota TNI AD,;

2. Bagas Indra Hadi Kusuma, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Eko Wahono karena
Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan
permohonan menjadi wali bagi saudara Indra Maulana untuk sebagai syarat
pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Indra Maulana lahir pada tanggal 03 Juni
2000 dan saat ini masih berusia 21 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui Suwarno dan Mufidah adalah orang tua kandung
dari saudara Indra Maulana sedangkan Pemohon merupakan kakak ipar dari
saudara Indra Maulana;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ditunjuk sebagai wali oleh orang tua dari

Indra Maulana karena orang tua dari Indra Maulana tinggal di kota Surabaya
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dan Indra Maulana sudah tinggal bersama Pemohon kurang lebih selama 3

(tiga) Tahun di Jl.Diponegoro Rt.02/01 Kelurahan Hanura, Kecamatan Teluk

Pandan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi menerangkan selama saudara Indra Maulana tinggal bersama
dengan Pemohon di lampung saudara Indra Maulana telah masuk dalam kartu
keluarga Pemohon dengan status keluarga family lain;

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Indra Maulana sudah mendaftar menjadi
calon anggota TNI AD di lampung karena orang tua dari saudara Indra
Maulana tinggal di kota Surabaya sehingga perlu penetapan wali dari
Pengadilan untuk syarat mendaftar menjadi anggota TNI AD Republik
Indonesia;

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Pemohon ditunjuk menjadi wali bagi
saudara Indra Maulana hanya sebatas untuk syarat pendaftaran calon anggota
TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Pemohon
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut
Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan
selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar
Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali bagi Indra Maulana untuk memenuhi
persyaratan administrasi dalam hal mendaftar menjadi calon Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Angkatan Darat sehingga untuk kepentingan tersebut harus
mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan telah
disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secara cukup selain itu
Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Yessy Indah Kurnia dan
Bagas Indra Hadi Kusuma yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di

atas;
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Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari
permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah
Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa perkara
permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa Foto copy
Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Wahono dengan Nomor
35782902028200004, Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yessy Indah
Kurnia dengan Nomor 35782955058500001 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk
atas nama Indra Maulana dengan Nomor 3578290306000002 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 25 Januari 2019 kemudian bila
dihubungkan dengan keterangan Saksi Yessy Indah Kurnia dan Bagas Indra Hadi
Kusuma yang menerangkan Pemohon tinggal di Jl.Diponegoro Rt.02/01 Kelurahan
Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Bandar
Lampung dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh
Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat P-1 yang diajukan oleh Pemohon
telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran status
kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan
kewenangan mengadili dalam hal ini masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini,
mengingat perkara permohonan termasuk dalam Yurisdiksi Voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan
Negeri Gedong Tataan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara
permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi
dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah tinggal bersama dengan Indra
Maulana sehingga untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti
P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eko Wahono
dengan Nomor 3578293009100001 vyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 08 Agustus 2019
bila dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas
nama Eko Wahono dengan Nomor 35782902028200004, Foto copy Kartu Tanda
Penduduk atas nama Yessy Indah Kurnia dengan Nomor 35782955058500001 dan
Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Maulana dengan Nomor
3578290306000002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran

tanggal 25 Januari 2019 serta didukung dari keterangan Saksi Yessy Indah Kurnia
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dan Bagas Indra Hadi Kusuma yang menerangkan Indra Maulana telah tinggal
bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun. Dengan demikian
dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan
bukti surat P-2 dan bukti surat P-1 yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian,
sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran dalil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti P-3 berupa Foto
copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6792/D/2000 atas nama Indra Maulana yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Surabaya tanggal 07 November 2000 bila dihubungkan
dengan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarno
dengan Nomor 3578292201580001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Surabaya tanggal 05 Maret 2018 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
Mufidah dengan Nomor 3578296307660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Surabaya tanggal 10 April 2012 bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas
nama kepala keluarga Suwarno dengan Nomor 3578290101087918 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31
Oktober 2018 dan bukti P-6 berupa Foto copy ljazah Sekolah Menengah Kejuruan
Nomor Pokok Sekolah Nasional 20532267 atas nama Indra Maulana yang ditanda
tangani oleh Kepala Sekolah SMK 45 Surabaya Heri Purwanto, S.Pd tanggal 03 Mei
2018 kemudian didukung dengan keterangan Saksi Yessy Indah Kurnia dan Bagas
Indra Hadi Kusuma bahwa Indra Maulana merupakan anak dari Suwarno dan
Mufidah yang lahir pada tanggal 03 Juni 2000 dan telah lulus dari SMK 45 Kota
Surabaya sehingga berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan bukti P-6 yang diajukan oleh
Pemohon dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah
membenarkan bahwa Indra Maulana merupakan anak dari Suwarno dan Mufidah
yang masih berumur 21 (dua puluh satu) Tahun dan telah lulus dari SMK 45 Kota
Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan
Indra Maulana dalam hal pendaftaran menjadi calon anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Angkatan Darat karena orang tua kandung dari Indra Maulana tinggal
jauh di Kota Surabaya sehingga Pemohon mengajukan bukti P-7 berupa Foto copy
Surat Kuasa Perwalian dari orang tua Indra Maulana atas nama Suwarno yang
memberikan kuasa kepada Pemohon yang diketahui oleh Lurah/kepala Desa tanggal
19 Juli 2021 bila dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Tanda
Penduduk atas nama Suwarno dengan Nomor 3578292201580001 yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 05 Maret 2018 dan Foto copy Kartu Tanda
Penduduk atas nama Mufidah dengan Nomor 3578296307660001 yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 10 April 2012 kemudian di dukung dengan
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keterangan Saksi Yessy Indah Kurnia dan Bagas Indra Hadi Kusuma yang
menerangkan bahwa saudara Indra Maulana saat ini sudah tidak tinggal bersama
dengan orang tua kandungnya melainkan sudah tinggal bersama dengan Pemohon
kurang lebih 3 (tiga) Tahun di Lampung sehingga saudara Indra Maulana
memerlukan penetapan wali dari pengadilan sebagai syarat untuk pendaftaran calon
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan demikian dari
keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti
surat P-7 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal
tersebut telah membenarkan bahwa orang tua kandung dari saudara Indra Maulana
saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan saudara Indra Maulana dan
menyerahkan walinya kepada Pemohon sebagai syarat untuk pendaftaran calon
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat maka Pemohon telah
membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
walaupun pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada
Yurisdiksi Volountair sepanjang yang dimohonkan tidak bertentangan dengan
Undang-Undang dan menurut pengamatan Hakim serta dari bukti-bukti surat yang
telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, sehingga
dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua Permohonan Pemohon agar dapat
ditetapkan pemohon dalam hal ini, Eko Wahono sebagai wali dari Indra Maulana
untuk kepentingan mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia
angkatan darat sehingga berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dengan
didukung dari keterangan Saksi Yessy Indah Kurnia dan Bagas Indra Hadi
Kusuma maka Hakim menetapkan Pemohon yang bernama Eko Wahono sebagai
wali dari Indra Maulana untuk kepentingan mendaftar menjadi calon anggota Tentara
Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka
biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta

Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Eko Wahono sebagai wali dari Indra Maulana untuk
kepentingan mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Angkatan Darat;
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3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini
sejumlah Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus
2021, oleh Tommy Febriansyah P, S.H.M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan
Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan
berdasarkan penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN.Gdt untuk mengadili permohonan
tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, didampingi Yulis
Septiana, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan

dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti Hakim

Yulis Septiana, S.H.M.H. Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.
Biaya-Biaya :
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Fotokopi/Penggandaan Rp. 9.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)
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